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PUTUSAN
Nomor 0037/Pdt.G/2020/PA Pw.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah
menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:
PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak
Bekerja, Tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai
Pemohon;
melawan
TERMOHON. Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan
Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai
Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan
Nomor 0037/Pdt.G/2020/PA.Pw, pada tanggal 20 Januari 2020 dengan
dalil sebagai berikut;
1. Bahwa, pada tanggal 26 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/07/V11/2016 tanggal 26 Juli 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten
Buton selama 5 (lima) bulan, selanjutnya tinggal di rumah pribadi

Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman terakhir;
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3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon
telah bercampur (ba’'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai 1 orang anak yang belum memiliki nama karena telah
meninggal dalam kandungan pada usia kandungan 8 (delapan) bulan :
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan
Februari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon
mulai goyah, yang disebabkan oleh :

- Bahwa Termohon merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan
oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon pernah berpisah dengan Pemohon selama 5 (lima)
bulan dan setelah itu rujuk kembali namun sifat Termohon tidak
pernah berubah;

- Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai
seorang kepala rumah tangga;

- Bahwa Termohon suka marah tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan

Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 25 Maret 2019,

dimana Termohon marah tanpa alasan yang jelas dan membakar rumah

kediaman bersama dan Termohon pergi ke rumah orang tuanya di

Kabupaten Buton yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal dan tinggal dirumah orang tua masing-masing ;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut

dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah

tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada

Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi

Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama

Pasarwajo;

8. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah mendaftarkan perkara

Cerai Talak di Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor perkara
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0012/Pdt.G/2020/PA Pw. tanggal 7 Januari 2020 dan Pemohon
mencabut gugatannya pada tanggal 14 Januari 2020 karena ingin
memperjelas alamat Termohon;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19
PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang

Pengadilan Agama Pasarwajo;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk

menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang
menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan
tidak pula mengutus wakilnya secara sah selanjutnya Hakim berusaha
mendamaikan dengan jalan memberi nasihat agar Pemohon dan Termohon
kembali rukun dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan
terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, oleh Pemohon
tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon
dapat memberikan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon oleh
karena Termohon dinilai mengakui dalil permohonan Pemohon dan setuju
untuk diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:
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1. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia
Propinsi Sulawesi  Tenggara, Kabupaten Buton, NIK.
740423060880001 atas nama PEMOHON, telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai
cukup, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Nomor 52/07/VII/2016
tanggal 26 Juli 2016 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya
dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Hakim lalu diberi
kode P.2;
B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,

tempat tinggal di Kabupatyen Buton, yang memberikan kesaksian di

bawah sumpahnya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di
Kabupaten Buton;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak namun sudah meninggal dunia;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah
sejak awal menikah;
- bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan
Termohon;
- bahwa saksi tahu Termohon selalu merasa kurang dengan
nafkah dari Pemohon;
- bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dan Termohon
sering berpisah karena pertengkaran kemudian rukun lagi;
- bahwa saksi tahu bahwa Termohon telah membakar

rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
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- bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai
oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal sejak Maret 2019.

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal
tidak saling mempedulikan lagi;

2. SAKSI Il, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan
SMP, tempat tinggal di Kabupaten Buton, yang memberikan
kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di
Kabupaten Buton;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah
sejak awal menikah
- bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan
Termohon;
- bahwa saksi tahu Termohon selalu merasa kurang dengan
nafkah dari Pemohon;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering
berpisah karena pertengkaran kemudian kembali lagi;
- bahwa saksi tahu bahwa Termohon telah membakar
rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai
oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal sejak Maret 2019;

Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon membenarkan

keterangan saksi tersebut dan mencukupkan alat buktinya;
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Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas permohonan Pemohon
dan Termohon bahwa domisili Pemohon dan Termohon ternyata berada di
wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dengan demikian telah
memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan perkara ini juga
menunjukkan perkara perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
dengan demikian Pengadilan Agama Pasarwajo berwenang menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya
mendamaikan Pemohon dengan jalan menasehatinya untuk kembali
membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dengan
Termohon, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam
Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir ataupun menyuruh orang
lain menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah ke persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo 150 R. Bg dan
ternyata ketidakhadiran Termohon tidak didasarkan oleh suatu alasan yang
dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan
tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak
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hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon
dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Pemohon tetap
mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya
perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada
pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami
istri telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan setelah menikah Pemohon dan
Termohon berkediaman di Kabupaten Buton selama 5 (lima) bulan,
selanjutnya tinggal di rumah pribadi Kabupaten Buton sebagai tempat
kediaman terakhir, telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga Pemohon
dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan
Februari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon
mulai goyah, yang disebabkan oleh Termohon merasa tidak cukup dengan
uang yang diberikan oleh Pemohon, sifat Termohon tidak pernah berubah,
Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang kepala
rumah tangga, Termohon suka marah tanpa alasan yang jelas pada tanggal
25 Maret 2019, dimana Termohon marah tanpa alasan yang jelas dan
membakar rumah kediaman bersama dan Termohon pergi ke rumah orang
tuanya di Kabupaten Buton yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon
telah berpisah tempat tinggal dan tinggal dirumah orang tua masing-
masing, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan
jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon disandarkan
pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada
harapan untuk Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina
rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menyangkali
kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini
menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (Lex Spesialis),
sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, maka Hakim tidak dapat secara langsung
menerima dalil-dalii permohonan Pemohon sebelum mendengarkan
keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan
Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya,
melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan
perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk
membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak
melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 dan dua orang saksi di
persidangan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti [P1 dan P2.] berupa akta
autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal
285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000,
Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya
dengan pokok perkara, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dengan nilai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P1, menerangkan bahwa Pemohon
bertempat tinggal di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton dengan
demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa
“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut
dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P.2] yang diajukan Pemohon di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan
perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon dan
Termohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan
berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan atas
adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, Hakim telah mendengar keterangan saksi/orang dekat dengan
Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana
kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua
orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara
materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon memberi keterangan
bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak awal menikah rumah tangga
Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
berakhir pisah tempat tinggal sejak Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon
serta bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka
ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.

2. Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya telah hidup bersama
dalam sebuah rumah tangga dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak awal
menikah dan pisah tempat tinggal sejak Maret 2019 dan kini antara
Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;
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4. Bahwa upaya keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon tidak
berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim
mempertimbangkan lebih lanjut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebab
Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
sudah sulit dirukunkan kembali bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah
tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi dalam kurung
waktu yang cukup lama. Dengan kondisi demikian, maka tujuan perkawinan
sebagaimana maksud pasal tersebut di atas tidak tercapai lagi dalam
rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang
menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa
perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (rechts gevolg)
mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan
dengan perkara ini, keterangan kedua saksi yang mengetahui secara pasti
tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang
sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat
dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Hakim keterangan kedua saksi
tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan merupakan
judec factie sebagai akibat hukum pernikahan Pemohon dengan Termohon
yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan pecahnya rumah tangga yang
teridikasi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan
lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan
perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah
beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian,
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara
suami istri in casu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan
terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah
tangga, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya
dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah SWT. Q.S Al-Bagarah
ayat 227 berbunyi sebagai berikut:
Artinya: dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
(Q.S Al-Bagarah.227)

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon selama dalam proses
persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali
membina rumah tangga bersama Termohon, Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi
saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu
membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab al-
Thalag min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang telah
diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:
sliasdl yog,e9 MV Hulu aic LoMadl (] sl anaw O
alll 392> aols] pac ar>goll

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan
ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara
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suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk
menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka
apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan, niscaya tujuan
perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia
dan kekal, serta firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan
terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak
diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan
bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih
besar daripada manfaatnya, maka Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak
dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 09K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember
1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum Hakim berkeyakinan bahwa
rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar
telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi
hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian
sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh
karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi
izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan
persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak

hadir, dan ternyata permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum
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serta dalil-dalil permohonannya terbukti, maka permohonan Pemohon
tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai
ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi
Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon
adalah talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Pengadilan Agama Pasarwajo;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 1.216.000,00 (Satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada
hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal
03 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Sudirman M., S.HI. M.E., sebagai
Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad
Tanzil, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon.
Hakim
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ttd.

Sudirman M., S.HI. M.E
Panitera Pengganti
ttd.

Muhammad Tanzil, S.H.

Perincian biaya:
1. Biaya Rp 30.000,00

Pendaftaran............coccoeeeeennnnnee. Rp 50.000,00
2. Biaya Rp 1.100.000,00
Proses.......ccccccviiiiiiiiiiiieees Rp 20.000,00
3. Biaya Rp 10.000,00
Panggilan.............ccccooiiiiiinnnns Rp 6.000,00
4. PNBP
Panggilan.........ccccccccciiiiiinnns
5. Biaya
Redaksi.........ccvvveeeiiiiiiiieeees
6. Biaya

Meterai......coooevvevvieiieiiiiieeeneennn,
Jumlah............... Rp 1.216.000,00

Terbilang: (Satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
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